
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
sEKRE'rARIAT DAERAII

J1. Sudarman No.1 Telp.   0331 -424044 F`ar 0331 -424044
haman : jemberkab.go.id  Pos-el : bag.hukum@.emberkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR:  100.3.3.5/   9/      /SEKDA/1.12/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PADA SEKRETARIAT DAERAli

SEKRETARIS DAERAH ,

Menimbang      :    a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (4)
Peraturan   Bupati   LJember   Nomor   21    Tahun   2025
tentang  Indikator  Kinelja  Utama  Pemerintah  Daerah,
perlu  menetapkan  Indikator  Kinerja  pada  Sekretariat
Daerah;

b.   bahwa     berdasarkan     pertimbangan      sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah;

Mengingat         :    1.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan;

2.    Undang-Undang    Nomor    12    Tahun    2011    tentang
Pemben tu kan        Peraturan        Perundang-u ndangan ,
sebagaimana   telah   beberapa   kali   diubah   terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3.    Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang
Pemerintahan    Daerah,    sebagaimana   telah   diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023;

4.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2006  tentang
Tata   Cara   Pengendalian   dan   Evaluasi   Pelaksanaan
Rencana Pembangunan ;

6.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang
Tahapan,  Tata  Cara  Penyusunan,  Pengendalian  dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018  tentang
Standar Pelayanan Minimal;

8.    Peraturan   Menteri   Negara   Pendayagunaan  Aparatur
Negara      Nomor      PER/09/M.PAN/5/2007      tentang
Penetapan   lndikator   Kinelja   Utama   di   Lingkungan
Instansi Pemerintah;

9.    Peraturan   Menteri   Negara  Pendayagunaan  Aparatur
Negara     Nomor     PER/20/M.PAN/11/2008     tentang
Petun].uk Penyusunan Indikator RInelja Utama;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun
2025     tentang     Rencana.     Pembangunan     Jangka
Menengah  Daerah  Kabupaten  Jember  Tahun  2025-
2029;

11. Peraturan   Bupati   Jember   Nomor   21   Tahun   2025
tentang Indikator Kinelja Utama Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :

KE SATU           :

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIRA

Indikator  Kinelja  pada  Sekretariat  Daerah,  dengan  uraian
sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Indikator   Kineria   sebagaimana   dimaksud   pada   Diktum
KESATU  Keputusan  ini  merupakan  acuan  ukuran  kinerja
yang digunakan dalam:

a.   perencanaan strategis di Lingkup Sekretariat Daerah;
b.   perencanaan kineH.a dan Anggaran Tahunan di Lin8kup

S ekretariat Daerah ;
c.    penyusunan  Dokumen  Peljanjian  Kineria  di  Lingkup

Sekretariat D aerah ;
d.   pelaporan Kinelja di Lingkup Sekretariat Daerah; dan
e.    Evaluasi Kinelja di Lingkup sekretariat Daerah.

Indikator   Kinelja   sebagaimana   dinaksud   pada   diktum
KESAITU   Keputusan   ini,   disusun   dengan   mengacu   pada
lndikator Kinelja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

Indikator   Kinelja   sebagaimana.   dimaksud   pada   Diktum
KESATU Keputusan ini terdiri dari:
a.  Indikator Kinelja Utama (IKU);
b.  Indikator Kinelja. Kunci (IKK) yang diampu oleh Sekretariat

Daerah   sesuai   tugas   dan   fungsinya,   dan   ditetapkan
didalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah

c.  Indikator Kinelja Lainnya, yang terdiri dari:
1.  Indikator Kinelja Sasaran yang bukan merupakan IKU;

dan
2.  Indikator  Kinelja  Prograln  pada   seluruh  Bagian   di

Lingkup Sekretariat Daerah.

Indikator   Kinelja   sebagaimana   dimaksud   pada   Diktum
KEDUA Keputusan ini bertujuan untuk:
a. memberikan informasi kineria yang penting dan diperlukan

dalam  menyelenggarakan  manajemen  kinelja  organisasi;
dan

b. mengukur  keberhasilan  pencapalan   suatu   tujuan   dan
sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinelja
dan peningkatan akuntabilitas kinelja organisasi.



KEENAM         :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pedeL tanggal 2b   aptedber

---i.-I--+I.-
•:':,,.jff;

s Daerah,

2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

¥£NMGOGRAL::iooie3.3.=7p9LzgKDAzi.12,20252025

INDIKATOR KIRERJA PAI)A SEKRETARIAT I)AERAII
KABUPATEN JEMBBR

Nama perangkat Daerah           : Sekretariat Daerah

Instansi

Tu8as

Fungsi

Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi terhadap pelaksanaan
tugas perangkat daerah

a.  Penyusunan kebijahan pemerintah daerah;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, 1embaga teknis dan lembaga lainnya;

c.  Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;

d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;

e. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah

f.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesual dengan tugas dan fungsinya.



LAMPIRAN  1.
INI)IKATOR KINERIA UTAMA SEKRTARIAT DAERAII

NO TUJUEN / INDIKATORKIRERIAUTJm FORMUIASI DEFINISI 0PERASIONAL SUMBER PENANGGUNG
SASA- PENGUKURAN DATA JAWAB

Tujuan : Niial          sAKlp Nilai   Srmp   = 1.   Nilal       SAKIP       mengukur      tingkat      kualitas LHE              AKIP selffetaris
Meningkatkan Kabupaten Bobot  nilai  per implementasi manajemen kinelja organisasi guna Pendayagrmaan Daerah
Tata        Kelola (Nilai) aspek               x mewujudkan      budaya      akuntabilitas      ldnerja Aparatur AsistenPemermtchanYangAkuntabel,danPelayamanPublikYang persentase   per organisasi    yang     baik     dan     dapat     mampu Negara         dan Pemerintchan

sub aspek mendorong  peningkatan  efektivitas  dan  efisiensi Reformasi dan KesraAsistenPerelrononrian
penggunaan AP13D. Birokrasi

2.   Penilaian      dilakukan      oleh     Evaluator     Meso
Prima (Kementerian   Pendayagunaan   Aparatur   Negara danPembangunanAsistenAdrfustrasiUmum

dan Reformasi Birokrasi)  yang dituangkan dalam
Laporan     hasfl     Evaluasi     AKIP     Kementerian
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi
Birokrasi tahun ke-n

3.   Pelaksanaan   Evaluasi   AKIP   berpedoman   pada
Peraturan Menteri  PANRB  Nomor  88  tahun  2021 Bagian
tentang  Pedoman  Evaluasi  Akuntabhitas  Kinelja Organisasi
Instansi Pemerintah Bagian        TataPemerintahan4.   Predikat Nilai SAKIP Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
KemenpANRB :

Predikat       AA       (Nilai       >90-100)        :Sangat
Memuaskan
PredikatA   (Nilai  >80 -90) : Memuaskan
Predikat 88 (Nilai >70 - 80) : Sangat Baik
Predikat 8   (Nilai >60 - 70) : Cukup Memadai
Predikat C    (Nflai >30 - 50) : Kurang
Predikat D    (Nilal > 0   -30) : SangatKurang



NO TUJUAN / INDIRATORKINERJAUTJm FORMUIASI DEFINISI 0PERASIONAL SUMBER PENANGGUNGSASJ- PENGUKUEN DATA JAWAB

Indeks IPP   =    (75%   x i.  Indeks Pelayanan Pul]lik Kabupaten adalah Nilai Keputusan SekretarisPelay- nilai form 02)  + Hasil          Pemantauan          Evaluasi          Kinelja Menteri Daerch
Publik(Indeks) (250/o    x     nflai Penyelenggaraan     Pelayanan     Publik     (PEKPPP) Pendayagunaan Asisten

form 03) KementerianpANRB     terhadap     Penyelenggaraan Aparatur Pemerintahan
Pelayanan     Publik     Kabupaten     Jember    yang Negara  dan  RB dan KesraAsistenPerekonomiandanPembangunanAsistenAdnrfustrasiUmum
dituangkan        dalam        Keputusan        Menteri tentang      basil
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi PEKPPP
Birokl`asi tentang PEKPPP taliun ke-n

2.  Pedoman    pelaksanann    Pemantauan    Evaluasi
Kineq.a      Penyelenggaraan      Pelayanan      Publik
(PEKPPP)  adalah    PermenpANRB  Nomor  5  tahun
2023      tentang     Mekanisme     dan     Instnimen
Pemantauan           dan           Evaluasi           KineD.a
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Ba8ian

3.   Form  01  adalah  form  isian  /  asesmen  mandiri Organisasi
Pemerintah   Kabupaten   Jember   pada   6   aspek
kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan
pelayanan,      aspek      profesionalisme,      sarana
pl`asarana,     sistem     informasi,     konsultasi     /
pengaduan, dan inovasi

4.  Fom  03  adalah  form  isian  dari  masyarakat/
pengguna   layanan   perangkat   daerah   dan   unit
pelay- publik

5.   Form    02    adalah    Form    asesment    Evaluator
KemenpANRB terhadap isian Form 01 Pemerintah
Kabupaten Jember dengan pembobotan per aspek:



NO TUJUAIN / INDIKATORKIRERIAUTJm FORMULASI DEFINISI OPERASIONAI. SUMBER PENANGGUNG
SASA- PENGUKUEN I)ATA JAWAB

Aspek  Kebtyakan  Pelayanan  (24%)   per  aapek
sebagal bcrifut :
-Tersedia standar pelayanan (SP) sesuai dengan

ketentuan    peraturan    perundang-undangan
yang berlaku (Bobot 17,00/o)

-    Proses  penyusunan  dan  perubahan  SP  telah
melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 a/o)

-    LJumlah   media   publikasi   untuk   komponen
service defivery. (bobot 7,0%)

-    Telah   dilakukan   peninjauan   ulang   secara
berhala   atas   Standar   Pelayanan   dan   hasil
peninj auan          ulang          tersebut          telah
ditindaklanjuti. (bobot 14,0%)

-    Pemenuhan     siklus     Maklumat     Pelayanan
(ketersediaan,     penetapan,     dan    publikasi).
(bobot 10,0%)

-    SKM     yang     dilaksanakan     sesuai    dengan
Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,00/o)

-    Jumlah   media   publikasi   hasfl   SKM.   (bobot
7,00/.)

-    Persentase    tindak   lanjut   hasil   SKM   yang
ditindaldanjuti.  (bobot 7,oo/o)

-    Kecepatan  tindak  lan].ut  hasil   SKM   seluruh
jenis pelayanan (bobot 7,0 0/o)

Aspek Profeslonallsme (Bobot 25%)
-    Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan

pengguna layanan (bobot 10,0°/o)
-     Tersedia    Kode     Etik     dan     Kode     Perilaku



NO TUJUAm / IroIRATORKINERIAUTArm FORMULASI DEFINISI OPBRASIONAL SUMBER PENANGGUNG
SASAEEN PENGUKURAN DATA JAWAB

Pelaksana   dan/atau   Budaya   Pelayanan   di
lingkungan instansi (bobot 20,00/o)

-    Tersedia   mekanisme   yang   dibangun   untuk
menjaga   dan   meningkatkan   motivasi   kelja
Pelaksana pelayanan (bobot 2o,o o/o)

-    Tersedia kriteria pemberian  penghargaan  bagi
pegawai yang berprestasi (bobot 20,00/o)

-    Tersedia pelaksana yang  menerapkan  budaya
pelayanan (bobot 3o,oo/a)

Aspek Sarana dan Prasarana ( 18%)
-     Tersedia    tempat    parkir    dengan    fasilitas

pendukurig yang memadai. (bobot 15°/o)
-     Tersedia ruang tunggu  dengan fasilitas wajib

dan pelengkap. (bobot  230/a)
-     Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang

1ayak pakai. (bobot 200/a)
-     Tersedia   sarana   prasarana   bagi   pengguna

1ayanan kelompok rentan (bobot 20%)
-     Tersedia sarana prasarana penunjang.  (bobot

110/.)
-      Sarana  Front  Office  (FO)  bagian  Informasi  di

unit layanan.  (bobot 11%)
Aspek SIPP (Bobot 11%)

-    tersedia   sistem   informasi   pelayanan   publik
untuk informasi publik (bobot 30,0%)

-    Tersedia   sistem   informasi   pelayanan   publik
pendukung     operasional     pelaLyanan     (bobot
20,0%)



NO TUJUAIN / INDIKATORKINERIAUTJrm FORMunAsl DEFINISI 0PERASIONAI, SUMBER PENANGGUNG
SASA- PENGUKU~ DATA JAWJm

'

-    Kualitas       penggunaan       SIPP       Elektronik
nyebsite/Aplikasi) (bobot 2o,oo/o)

-    Pemuktahiran data dan infomasi kanal digital
(bobot30,00/.)

Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)
-    Tersedia   sarana   konsultasi   dan   pengaduan

secara  tatap   muka  yang  berkualitas   (bobot
20,0%)

-    Tersedia  sarana  dan    media  konsultasi  serta
pengaduan   yang   bisa   dia]nnfaathan   semua
lapisan masyarakat  (bobot 25,oo/o)

-    Tersedia      akuntabilitas      hasil      konsultasi
dan/atau pengaduan (bobot 25,0 °/o)

-    Tersedia  tindak  lanjut  atas   konsultasi   dan
pengaduan dari semua lapisan maayarakat.
(bobot3o,oo/o)

Aspek Inovasi ( 12%)
-    Penciptaan lnovasi pelayanan publik 50%
-    Sumber daya yang  mendukung  keberlanjutan

Inovasi Pelayanan Publik 500/a
6.   Kategori dan Nilai IPP :

-   Kategori A (4,51 -5,00) =  Pelayanan Prima
-    Kategori A-(4,01 -4,50) =  SangatBalk
-    KategoriB (3,51 -4,00) =  Baik
-    Kategori 8 (3,01 -3,50) =  Baik (DC)
-    Kategori C (2,51 -3,00) =  Cukup
-    Kategori C-(2,01 -2,50) =   Cukup (DC)
-    Kategori D (1,51 -2,00) = Prioritas Pembinaan



NO TUJUAN / INDIKATORKINERIAUTrmA FORMULASI DEFINISI OPERASIONAL SUMBER PENANGGUNG
SASAFEN PENGUKUEN DATA JAWAB

-    Katej:ori E (1,01 -1,50) = Prioritas Pembinaan
2 Sasaran I: Indeks IKM = Total dari 1.  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (KM)  merupakan e-SUKMA Sekretaris

Meningkatnya Kepuasan (nilai  persepsi  x data  dan  informasi  tentang  Tingkat  kepuasan Perangkat Daerch
Kepuasan Masyarakat nilai Masyarakat terhadap pelayanan publik Daerah

AsistenPemerintahandanKesraMasyarakat (Indeks) penimbang)      /Totalpenimbangdari
2.  Perhitungan hilai IKM Kabupaten merupakan rata

atas       kinelja rata  rilal  IKM  Perangkat  Daerah  yang  datanya
pelay- diinput   dan   diolah   melalui   Survei   Kepuasan
Pemerintah Masyarakat Elektronik (e -SUKMA) AsistenPerekononrfudanDaerah seluruh 3.  Indeks  kepuasan  Masyarakat  berpedoman  pada

pertanyaan Peraturan Menteri PANRB  nomor  14 tahun  2017
yang terisi tentang  Pedoman  Penyusunan  Survei  Kepuasan PembangrmanMasyarakat Unit Pelayanan Publik
Nilai            Mutu 4.  Unsur    Pelayanan    yang    dinilai    dalam    SKM Asisten
Pelayanan         = meliputi: Adnhistrasi
IKM       /       Nilai -Kesesuaian pelayanan UmumBagian
Persepsi -   Sistem, Mekanisme dan prosedur
Pelayanan        x -Waktu pelay-
100 -   Biaya/Tarif Organisasi

-   Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan
-   Kompetensi pelalcsana
-Pernaku pelaksana
-   Penanganan pengaduan, saran dan masukan
-   Kualitas sarana dan prasarana

5.   Kategori dan Nilai IKM (Nilai Intelval lroreksi) :
-   Kategori A (88,31 -100) =   Sangat Balk
-   Kategori 8 (76,61 -88,30) =  Baik
-   Kategori C (65,00 -76,60) =  Kurang Baik
-   Kategori D `25.00 - 64.99t =  Tidak Baik



NO TUJUAN / INDIKATORKINERIAUTJrm FORMULASI DEFINISI 0PBRASIONAI. SUMBER PENANGGUNG
SASAEN PENGUKU~ DATA JL]r"LdB

Saga-   2   : Persentase (Jumlah 1:  Jumlah  seluruh  Perangkat  Daerah  (PD)   adalah Sekretaris
Meningkatnya Perangkat Perangkat Jumlah    Perangkat    daerah    sesuai    Peraturan Daerah
Kualitas    Tata daerah       Yang Daerah       yangdidampingdan Daerah Kabupaten Jember tentang Pembentukan

AsistenKelola         dan didampingi  dan dan Susunan Perangkat Daerah
Penerapan mendapatkan 2.  Jumlah    Perangkat    Daerah    yang    didampingi Pemerintahan
SJrmp Nilai         SJrm meniiuki      NilaiSAKIPKategori diperoleh   dari  jumlah   Perangkat  Daerah  Yang dan Kesra
Perangkat Minimal A (0/a) diikutsertakan     dalam    workshop/     Bimbingan AsistenPerekonomiandanPembangt-Daerah A                 dibagi Tehis/

dengan  Jurrfu 3.   Nilai  SAKIP  diperoleh  dari  hasil  evaluasi  SAKIP
Seluruh Perangkat    Daerah    Yang     dilaksanakan    oleh
Perangkatdaerah) dikan1000/o Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Jember.  Dinana

Kategori  Nilai  Hasil  Evaluasi  SAKIP  Berdasarhan Asisten
PermenpANRB   nomor   88   tahun   2021   tentang Administrasi
Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP, yang UmumBagianterdiri   dari   kategori   AA/    Sangat   Memuaskan,
kategori  A  /Memuaskan,  88/   Sangat  Baik,  8/
Baik, CC/Cukup, C/ Kurang, D/ Sangat Kurang Organisasi



LAMPIEN 2.
INDIKATOR KINERIA KUNcl sEKRE'rARIAT DAERAII

NO
INDIRATORKIRERJAKUNCI FORMUI,ASIPENGUKU~ DEFINlsl OpERAsloNm SUMBER DATA PENANGGUAVGJAWAB

Penilalan Nilal kepatuhan 1.  Penilalan  Pelayanan  kepatuhan  pelayanan Hasil  penilaian  Omdusman  RI Bagian
Kepatuhan penyelenggaraan publik dalam memenuhi standar pelayanan terhadap                   Kepatuhan Organisasi
Penyelenggaraan pelayanan publik publik   demi   terselenggaranya   pelayanan penyelenggaraan       pelayananPelay- Publik tchun n publik yang efektif dan efisien. Vndabel yangmenjadikomponenpenilalanantaralain:-Kompetensipelaksana-Saranaprasarana-Standarpelayanan~PersepsiMaladministrasi-PengelolaanPengaduanKepatuhanStandarPubm2.PenilaiandilakukanolehOmbudsmanRI3.DefinisiOperasionalmengacupadaKeputusanMenteriPendayagunaanAparaturNegaradanReformasiBirokrasinomor182tahun2024tentangPetunjukTeknisEvaluasiRefomasiBirohasi publik Instansi Pemerintah

Persentase ((Junrfu penetepan 1.  Program   Pembentukan   Perafuran   Daerah Data       Propemperda       pada Bagian Hufro
Penetapan ranperda yang     selanjutnya    disebut    Propemperda Pemerintah Kabupaten Jember
Ranperda Taliun berdasarkan adalah   instrumen   perencanaan   program
n Propemperda tahun Pembentukan     Peraturan     daerah     yang

n/ Jumlah disusun   secara   terencana,    terpadu   dan
ranperda yang telah sistematis.
mendapatkan 2.  Ranperda adalah singkatan dari Rancangan
nomer register dari Peraturan     Daerali,      yaltu     draf     atau
Gubemur melalui rancangan   peraturan  yang   akan   dibahas
Biro Hukun oleh  DPRD  bersama  Kepala  Daerah  untuk
Provinsi Jawa kemudian    disahkan    meniadi    Peraturan



NO
INDIRATORKINERIAKUNCI FORMULASIPENGUKUEN DEFINISI OPERASIONAL SUMBER DATA I'ENANGGUNGJAWAB

Tinur tchun n) x Daerah   (Perda)   yang   berlaku   di   wilayah
1000/a daerch tersebut.3.Tahunnmerujuk   pada   tahun   anggarantertentu4.BerdasarkanKeputusanDewanPerwakilanRakyatDaerahKabupatenJemberTentangPenetapanProgramPembentukanPeraturanDaerahKabul)atenJember

Kunfikasi dan Skor Indikator 1.  Dermisi        Indikator       Kualifikasi        dan Nilal         Indeks         Tatakelola Bagian
Kompetensi SDM Kualifihasi dan Kompetensi  SDM  PBJ     merupakan  salah Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pengadaan

Kompetensi SDM satu   komponen   pengukuran   lndeks   Tata yang  diterbitkan  LKPP melalui Barang       dan
PBJ Kelola. Pengadaan  (ITKP),  dengan bobot 40%(empatpuluhpersen)2.KategorinilailTKP100=Istimewa>90s.d.<100=SangatBalk>70s.d.90=Balk250s.d.70=Cukup<50=Kurang<50=Kurang https://siukpbj.i]app.go.id/itkp Jasa

Pemanfaatan Skor lndikator 1.  Indikator   Pemanfaatan   Sistem   Pengadaan Nilai         Indeks         Tatakelola Bagian
Sistem Pengadaan Pemanfaatan Sistem merupakan      salab      satu      komponenpengukuranIndeksTataKelolaPengadaan(ITKP,denganbobot30°/a(Tigapuluhpersen)2.PemanfaatanSistemPengadaan,yangterdin.dari:a.SIRUP(SistemInformasiRencanaUmumPengadaan);b.E-Teric!en.ng(Tender/Seleksi/TenderCepat'; Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pengadaan

Pengadaan yang diterbitkan LKPP melaluihttps://siukpbj.I]app.go.id/itkp Barang       danJasa



NO
INI)IKATORKIRERIAKUNCI FORMUI.ASIPENGUKUEN DEFINISI OPERASIONAL sunBER DATA PENAVGGUNGJAWAB

c.   E-Purchasing;d.Non-E-renderi.ng & Non-E-Purchasinge.E-Kontrak.3.KategorinilaiITKP100=Istimewa>90s.d.<100=SangatBalk>70s.d.90=Balk250s.d.70=Cukup<50=KuranE

Thgkat Skor             Indikator a.   Defiliisi        Indikator        Kualifikasi        dan Nilai         Indeks         Tatakelola Bagian
Kematangan Tingkat  Kematangan Kompetensi   SDM   P13J   merupakan   salah Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pengadaan
UKPBJ UKPBJ satu  komponen  pengukuran  lndeks  Tata yang  diterbitkan LKPP melaluihttps://siukpbj.uapp.8O.id/itkp Barang       dan

Kelola Pengadaan (ITKP menliliki bobot 30°/o(Tigapuluhpersen) Jasa



I,AMPIEN 3.
INDIKATOR KINERIA LAINNYA - INDIKATOR SASARAN SEKRRTARAT DAERAEI

No
SasannSekretariatDaerah IndlhatorKinorJaProgram Formula8lPengukuran I)eflnlsl Opera8lonal Sunbcr Data PenanggungJawab

1 Meningkatnya Nnai        Slrm Rata Rata Nflai -    Nilai    SAKIP    Bagian    didapatkan    dari    Hasil Ifaporan Ba8ian           di
Akuntabilitas Sekretariat SARTP Bagian di evaluasi Inspelfrorat Kabupaten Jember terhadap Hasil Lingkup
ELelja         dan Daerah Lingkup penerapan  AKIP  Bagian  di  Lingkup  Seketariat Evaluasi Sekretariat
Efektivitas Sekretariat Daerah daerah Insepektorat Daerah
Pencapaian -    Kategori  Nilal  basil  evaluasi  AKIP  berdasarkan Kab.   Jember
Target     rfuelja Per.aturan    Menteri    Pendayagunaan    Aparatur terhadap
Seketariat Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88  tahun Implementasi
Daerab 2021  tentang    Pedoman  Evaluasi  Akuntabilitas SAKIP

Kinelja Instansi Pemerintah, yaitu : Bagian        di
Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Lin8kup
PredikatA   (Nilai  >80 -90) : Memuaskan Setdakab.
Predikat 88 (Nilai >70 - 80) : Sangat Baik Jember
Predikat 8    (Nilai >60 - 70) : Cukup Memadai
Predikat C    (Nilai >30 - 50) : Kurang
Predikat D    (Nilai > 0  - 301 : Sangat Kurang



LAMPIRAN 4.
INDIKATOR KINERIA LAINNyA - INI]IKATOR pROGRAnft BAGIAN uMun4

No
Ou;teome IKlneriaProgram IndlhatorKlnerjaProgram Formulasl Deflnlsi Oporaslonal Sumber Penanggung

Pengukuran Dal:a Jawab

1 Meningkatnya Persentase (Jumlah lndikator 1.   Indikator program adalah indikator program yang -  Rencana Ba8ian
efektivitas, Indikator Program tchun ke- di                    dalam    dokumen    RencaLna   Kinelja Kinelja Umum
transparansi Program n yang tercapal /JunilahseluruhIndikatorProgramtahunke-n)x1000/a Taliunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n Tahunan PD
dan yang tercapai 2.   Indikator program yang tercapai adalah indikator -  Dokunen
akuntabilitaspenyelenggaraanpemerinfahandaerah13agianUmum (0/.) program dengan capalan minimal 80% Pelaks-anAnggaran-PD

Persentase (Junlah realisasi 1.  Realisasi      anggaran      berdasarkan      Laporan -  Dokumen Bagian
Reafisasi anggaran tahun Realisasi Anggaran PD Pelaksanaan Umum
Anggaran (o/o) ke-n /Jumlah totalanggarantahunke-n)x100% 2.  Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA- chggaran-

PD pada tahun ke-n PD-IfaporanRealisasiAngfaran

Indeks Indeks 1.  Indeks    Profesionalitas    ASN    adalah    ukuran Dokumen Bagian
Profesionalitas Profe sionalitas ASN statistik   yang   menggambarkan   kua]itas   ASN BKPSDM Umun
ASN PerangkatDaerah(Indeks) diukur dengan berdasarkan kesesuaian         .      si, kompetensi, tentan8

menggunakan 4 kinelja,   dan  kedisiplinan  pegawai  ASN  dalam Rekapitulasi
(empat) dimensi, melaksanakan tugas jabatan Data      IPASN
dengan bobot 2.   Indeks   Profesionalitas   ASN   Peran8kat   DaLerah Perangkat
permaian per merupakan  angka lndeks yang diterbithan oleh Daerch
dimensi terdiri BKPSDM   Kabupaten  Jember   selaku   pengolah berdasarkan
atas: data   IP   ASN   Kabupaten,    berdasarkan   data perolehan
a.   Kualifihasi indeks profesionalitas per ASN yang dikeluarkan skor      IPASN)

meniiliki bobot oleh 13EN melalui Aplikasi SIASN tchun ke-n
25 % `dua 3.     Dflaksanakan    berpedoman    1)ada    Peraturan



No
OufeoTne IKlnerJaProgram IndlkatorKlnerjaProgram Formulasl Deflnlsl Operaslonal Sumber Penanggung

Pengukuran Data Jawhb

puluh lima Menteri PANRB  Nomor 38  Tahun  2018  tentang
persen); Pengukuran    Indeks    PI.ofesionalitas    Aparatur

b.   Kompetensi Sipfl   Negara,.   Intansi   Pemerintah   Pusat   dan
menrimd bobot Daerah   wajib   me                 pengukuran   Indeks
40 % (empat Profesionalitas  ASN   secara  berkala  minimal   1
puluh persen);c.Kineljamemilikibobot30%(empatpuluhpersen);dand,Disiplinmemjlikibobot5%(liraDersent. (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.

Nilai         SAKI P Nilai SAKIP diukur 1.  Nilai    SAKIP    didapatkan    dari    Hasil    evaluasi Laporan  Hasil Bagian
Bagian pada 4 (empat) Inspektorat      Kabupaten      Jember      terhadap Evaluasi Umun
Umum' komponen, dengan penerapan AKIP Perangkat Daerah SAKIP        dari

bobot penilaian per 2.  Kategori Nilal hasil evaluasi AKIP berdasarkan Inspektorat
komponen, yaitu Peraturan    Menteri    Pendayagunaan    Aparatur
a.   Perencanaan Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88  tahun

Kinelja, nilai 2021  tentang    Pedoman  Evaluasi  Akuntabilitas
total 30 (ti8a Kinelja lnstansi Pemelintali, yaitu :
puluh); -     Predikat      AA       (Nilai       >90-100)       :Sangat

b.  Pengukuran Memuaskan
Kinelja, nflai -PredikatA   (Nilal  >80-90) : Memuashan
total 30  ( tiga -Predikat BB (Nflai >70 -80) : SangatBaik
puluh); -PredikatB    (Nilal >60-70) : Cukup Memadai

c.   Pelaporan •    Predikatc    (Nilai >30-50) : Kurang
Kinerja, nilaitotal15(limabelas);dan -PredikatD    (Nilai > 0  -30) : SangatKurang



No
Outeome IKlnerjaProgram IndllratorKlnerjaProgram Formulasl Deflnisi Operaslonal Sumber Penanggung

Pengukumn Data Jawab

d.   EvaluasiInternal, nilaltotal25nflai(duapuluhlima).Dengansubkomponenmasmgmasingaspek:Keberadaan2oo/oKualitas3o%Pemanfaatan50°/o



LAMPIRAN 5.
INI)IKATOR KINERIA LAINNYA - INDIKATOR PROGRAM BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

No
otitcoTne IKinedaProgram IndilratorKineljaProgram Formulasi Deflnisi Operasional Sunber Penanggung

Pengukuran Data Jawhb

1 Meingkatnya Persentase (Jumlah Indjkator 1.  Indikator program adalah indikator program yang - Renc- Bagian
efektivitas, Indikator Program tahun ke- digunakan   dalam   dokumen   Rencana   Kinelja Kinelja Protokol     dan
transparansi Program n yang tercapai /JumlahselunihIndikatorProgramtahunke-n)x Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n Tahunan Komunikasi
dan yang tercapai 2.  Indikator program yang tercapal adalah indikator PD Pimpinan
akuntabilitaspenyelenggaraanpemerintahan (%) program dengan capaian minimal 80% -  DokumenPelaksanaan

daerah     BagianProtokoldanlromunikasiPimpinan 1000/o Anggaran-PD

Persentase (Jumlah realisasi 1.  Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi -    Dokunen Bagian
Realisasi anggaran tahun chggaran PD Pelaksama Protokol     dan
Anggaran (0/o) ke-n / Junalahtotalanggarantahunke-n)x1000/o 2.  Total Anggaran berdasarhan anggaran pada DPA- an Komuhasi

PD pada tahun ke-n Anggaran-PD-IfaporanRealisasichggaran Pimpinan

Indeks Indeks 1.   Indeks     Profesionalitas     ASN     adalah     ukuran Dokumen Bagian
Profesionalitas Profe sionalitas ASN statistik   yang   menggambarkan   kualitas   ASN BKPSDM Protokol     dan
ASN PerangkatDaerah(Indeks) diukur dengan berdasarkan  kesesuaian  kualifikasi,  kompetensi, tentan8 Komunikasi

menggunakan 4 Idneria,   dan   kedisiplinan   pegawal  ASN   dalam Rekapitulasi Pimpinan
(empat) dimensi, melaksanakan tugas j abatan Data    IPASN
dengan bobot 2.   Indeks   Profesionalitas   ASN   Perangkat   Daerah Perangkat
penilaian per merupakan  angka  lndeks  yang  diterbitkan  oleh Daerah
dimensi terdiri BKPSDM   Kabupaten   Jember   selaku   pengolah berdasarkan
atas: data IP ASN Kabupaten. berdasarkan data indeks Derolehan



No
outcoine I IndHator Formulasi Definisi Operaslonal Sumber Penanggung

KineriaProgram KinedaProgram Pengukuran I)ata Jawab

a.   Kualifikasi profesionalitas  per  ASN  yang  dikeluarkan  oleh skor    IPASN)
memilihi bobot BKN melalui Aplikasi SIASN tahun ke-n
25 0/o (dua 3.  Dilaksanakan   berpedoman   pada   Peraturan
puluh hia Menteri    PANRB    Nomor    38    Tahun    2018
persen); tentang   Pengukuran   Indeks   Profesionalitas

b.   Kompetensimenlilikibobot4oo/o(empatpuluhpersen);c.Kinerjamenrmbobot300/a(empatpuluhpersen);dand.Disiplinmenrimbobot5o/o(limapersen'. Aparatur Sipil Negara.
4.  Intansi  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  wajib

melakukan              pengukuran              Indeks
Profesionalitas ASN secara berkala minimal  1
(satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.

Nilai         SAKIP Nilai SAKIP diuk`n 1.  Nilal    SAKIP    didapatkan    dari    Hasil    evaluasi Laporan Bagian
Bagian pada 4 (empat) Inspektorat      Kabupaten      Jember      terhadap Hasil Protokol     dan
Protokol     dan komponen, dengan penerapan AKIP Bagian Pada Sekretariat Daerah Evaluasi Komunikasi
Komunikasi bobot pelulaian per 2.  Kategori       Nilai       hasil       evaluasi       AKIP SAKIP      dari Pimpinan
Pimpinan komponen, yaitu berdasarkan  Peraturan Menteri  Pendayagunaan Inspektorat

a.  Perenc-rfuelja,nflai Aparatur  Negara  dan  reformasi  Birokrasi  Nomor
88   tahun   2021    tentang      Pedoman   Evaluasi

total 30 (ti8a Akuntabilitas Kinelja Instansi Pemerintah, yaitu :
puluh); Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan

b.  Pengukuran PredikatA   (Nflai  >80 -90) : Memuaskan
Kinelja, nilai Predikat 88 (Nilai >70 - 80) : Sangat Baik
total 30   ( ti8a Predikat 8    (Nilai >60 - 70) : Cukup Memadai
puluh); Predikat C    (Nilai >30 - 50) : Kurang

c.   Pelaporan Predikat D    (Nilai > 0  -301 : SangatKurang



No
Outconue IKinedaPr08mm IndihatorKinedaPr08xp Formulasi I)eflnisi Operasional Sunber Penan8qug

Pengukuran Data Jawab

Kinelja, rmtotal15(limabelas);dand.EvaluasiInternal,nilaitotal25nilai(duapuluhlima).Dengansubkomponenmasingmasingaspek:Keberadaan2oo/oKualitas3oo/oPemanfaatan50o/o



LAMPI- 6.
INI)IKATOR KINERIA LAINNYA - INDIKATOR PROGRAM BAGIAN ORGANISASI

No
OtL:tome IKinerjaProgram IndilratorKinerjaProgram Formulasl Definisi Operasional Sumber Penanggung

Pengukuran I)ate Jamb

Meningkatnya Persentase (Jumlah Indikator 1.  Indikator program adalah indikator program yang -  Rencana Bagian
efektivitas, Indikator Progran tabun ke- dig`makan   dalam   dokumen   Rencana   Kinelja Kinelja Orgarisasi
transparansi Program n yang teroapai /JuulaliseluruhIndikatorProgramtahunke-n)x Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n Tahunan
dan yang tercapai 2.  Indikator program yang tercapai adalah indikator PD
akuntabiutaspenyelenggaraanpemerintahan (%) Program dengan capaian mitifm     800/o -  DokumenPelaksanaan

daerah     BagianOrganisasi 1000/o Anggaran-PD

Persentase (Jumlah realisasi 1.  Realisasi anggaran berdasarkan Iaporan Realisasi -    Dokumen Bagian
Realisasi anggaran tahun Anggaran PD Pelaksam Organisasi
Anggaran (o/o) ke-n / Jumlah 2.  Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA- an

total anggarantchunke-n)x1000/o PD pada tahun ke-n Anggaran-PD-haporanRealisasiAnRIaran

Indeks Indeks 1.  Indeks    Profesionalitas    ASN    adalah    ukuran Dokumen Bagian
Profesionalitas Fbofe sionalitas ASN statistik   yang   menggambarkan   kualitas   ASN BKPSDM Organisasi
ASN PerangkatDaerah(Indeks) diukur dengan berdasarkan  kesesuaian  kualifikasi,  kompetensi, tentang

menggunckan 4 kinelja,   dan   kedisiplinan   pegawai  ASN   dalam Rekapitulasi
(empat) dinensi, melaksanakan tugas jabatan Data    IPASN
dengan bobot 2.  Indeks   Profesionalitas   ASN   Perangkat   Daerah Perangkat
penilaian per merupakan  angka  Indeks  yang  diterbitkan  oleh Daerah
dimensi terdiri BKPSDM   Kabupaten   Jember   selalni   pengolah berdasarkan
atas: data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks perolehan

a.   KuaHfikasi profesionalitas  Per  ASN  vans  dikeluarkan  oleh skor    IPASNl



No
Ou:foorroe IKinerJaProgram IndikatorKinerjaProgram Formulasi Deflnlsi Operasional Sumber Penanggung

Pengukuran Data Jawab

menrim bobot BKN melalui Aplikasi SIASN tahun ke-n
25 0/o (dua 3.  Dilaksanakan   berpedoman   pada   Peraturan
puluh lima Menteri    PANRB    Nomor    38    Tahun    2018
persen); tentang   Pengukuran   Indeks   Profesionalitas

b.   Kompetensimemjlihibobot40%(empatpuluhpersen);c.Kineljameniimbobot30%(empatpuluhpersen);dand.Disipthmeniilikibobot5%(limapersen`. Aparatur Sipil Negara.
4.  Intansi  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  wajib

melakukan              pengukuran              lndeks
Profesionalitas ASN secara berkala minimal  1
(satu) kali setiap tahunnya pada. bulan April.

Nilai         SAKIP Nilai SAKIP diukur 1.  Nilai    SAKIP    didapatkan    dari    Hasil    evaluasi Laporan Ba8ian
Bagian pada. 4 (empat) Inspektorat      Kabupaten      Jember      terhadap Hasil Organisasi
organisasi homponen, dengan penerapan AKIP Perangkat Daerah Evaluasi

bobot penilaian per 2.  Kategori       Nilai       hasil       evaluasi       AKIP SARIP      dari
komponen, yaltu berdasarkan  Peraturan Menteri  Pendayagunaan Inspektorat
a.  Perenc-anKinelja,nilai Aparatur  Negara  dan  reformasi  Birokrasi  Nomor

88   tahun   2021    tentang       Pedoman   Evaluasi
total 30 (tiga Akuntabilitas RInelja lnstansi Pemerintah, yaitu :
puluh); Predikat AA (Nilai >90-100) :Sanga.t Memuaskan

b.  Pengukuran PredikatA   (Nilai  >80 -90) : Memuaskan
Kinelja, nilai Predikat 88 (Nilai >70 - 80) : Sangat Balk
total 30   ( ti8a Predikat a    (Nilai >60 -70) : Cukup Memadal
puluh); Predikat C    (Nilai >30 - 50) : Kurang

c.   PelaporanKineria.rmai Predikat D    (Nilal > 0  -30) : SangatKurang



No
OtL;keorrue IKinerJaProgram IndlkatorKlnerjaProgram Formulasl Definisl Operaslonal Sumber Penanggung

Pengukumn Dot:a Jawab

total 15 (habelas);dand.EvaluasiInternal,rrilaitotal25nflal(duapuluhhia).Dengansubkomponenmasmgmasingaspek:Keberadaan20o/oKualitas300/aPemanfaatan50%

Persentase (Jumlali Perangkat 1.  Jumlah  selunin  Perangkat  Daerah  (PD)  adalah Bagian
Per.angkat Daerah dengan Jumlah     Perangkat     daerah      sesual     Perda Organisasi
Daerali          (PD) Skor KematanganOrganisasiKategoriTin88i/jumlaliSelurLihPerangkat Kabupaten  Jember  Nomor  3  tahun  2016   dan
dengan        skor perubahannya.
kematangan 2.   Skor  Kematangan  Organisasi  Perangkat  daerah
organisasi diperoleh  dari  hasil  review  Tim  review  Bagian
kategori     tinggi Organisasi   terhadap   hasil   Self  Assesrnent   /
(%) Daerali) x 100% Penflalan  Mandiri  Perangkat  Daerah  Kabupaten

Jember
3.   Penilaian   mandiri   menggunahan    11    (sebelas)

indikator    penflalan   berdasarkan    Permendagri
Nomor  99  tahun  2018  tentang  Pembinaan  dan
Pengendalian Penataan Perangkat Daerah

4.   Kategori         nilai         kematangan         organisasi
berdasarkan Pemendagri Nomor 99  tahun 2018
terdiri dari :
Kategori Sangat Tinggi
Kategori Tinfri



No
Oufroome IKlnerjaPr08mm IndlkatorKlnerjaProgram Formulasl Deflnlsl Opemsional Sumber Penanggung

Pengukuran Data Jawab

Kategori Sedang
Kategori Rendah
Kategori Sangat rendah



LAMPIEN 7.
INDIKATOR KINERIA LAINNYA - INDIKATOR PROGRAM BAGIAN TATA PEMERINTAIIAN

No
Outcone IKinedaPr08mm IndihatorELedaProgram FormulaslPengukuran Deflnlsi Operasional Sumber I)ata PenanggungJawab

1 Meningkatnya Persentase (Junth   Indikator 1.  Indikator program adalah indikator program yang -  Rencana Bagian      Tata
efektivitas, Indikator Program  tahun ke- digunakan   dalam   dokumen   Rencana   Kinelja Kinelja Pemerintahan
transparansi Program n  yang  tercapal  / Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n Tahunan
dan yang      tercapai Jumlah       selunihIndikatorProgramtahunke-n)x 2.  Indikator program yang tercapai adalah indikator PD
akuntabilitaspenyelenggaraanpemerintahan (%) program dengan capaian niinimal 80% -  DokumenPelaksanaan

daerah     BagianTataPemerintahan 1000/o Anggaran-PD

Persentase (Jumlch     realisasi 1.  Realisasi      anggaran      berdasarkan      Laporan -     Dokumen Bagian      Tata
Reansasi anggaran       tahun Realisasi Anggaran PD `    Pelaks- Pemerintahan
Anggaran (O/o) ke-n      /      Junulahtotalanggarantaliunke-n)x1000/o 2.  Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA- an

PD pada tahun ke-n Jin88aran-PD-LaporanRealisasiAnggaran

Indeks Indeks i.  Indeks    Profesionalitas    ASN    adalah    ukuran Dokunen Bagian      Tata
Profesionalitas Profe sionalitas ASN statistik   yang   menggambarkan   kualitas   ASN BKPSDM Pemerintahan
ASN    PerangkatDaerah(Indeks) diukur         dengan berdasarkan kesesuaian kualifikasi,  kompetensi, tentan8

menggunakan       4 hinelja,   dan   kedisiplinan  pegawal  ASN   dalam Rekapitulasi
(empat)       dimensi, melaksanakan tugas jabatan Data     IPASN
dengan            bobot 2.  Indeks   Profesionalitas   ASN   Perangkat   Daerah Perangkat
penjlaian             per merupakan  angka  Indeks yang  diterbitkan  oleh Daerah
dimensi          terdiri BKPSDM   Kabupaten   Jember   selaku   pengolah berdasarkan
atas: data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks perolehana.  Kua-si orofesionalitas  per  ASN  vans  dikeluarkan  oleh skor     IPASNl



No
Outcone IKineriaProgram IndihatorKinedaProgram FormulasiPengukuran Doflnlsl Operaslonal Sumber Data penangrm8Jawab

meniiliki bobot BKN melalui Aplikasi SIASN tahun ke-n
25      %      (dua 3.  Dilaksanakan  berpedoman  pada  Peraturan
puluh        lima Menteri    PANRB    Nomor    38    Tahun    2018
persen); tentang  Pengukuran   Indeks   Profesionalitas

b.   Kompetensimeniirmbobot40%(empatpuluhpersen);c.Kineq'amemilikibobot300/o(empatpuluhpersen);dand.Disiplinmemilikibobot50/o(hiapersen). Aparatur Sipil Negara.
4.  Intansi  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  wajib

melakukan             pengukuran             lndeks
Profesionalitas ASN secara berkala minimal  1
(satu) kali setiap tahunnya. pada bulan April.

Nilai         SJmp Nilai  SAKIP  diukur 1.   Nflai    SAKIP    didapathan    dari    Hasil    evaluasi Laporan Hasil Bagian      Tata
13agian         Tata pada     4      (empat) Inspektorat      Kabupaten      Jember      terhadap Bvaluasi Pemerintahan
Pemelintahan komponen,  dengan penerapan AKIP Perangkat Daerah SAKIP       dari

bobot penikin per 2.   Kategori       Nilai       hasil       evaluasi       AKIP Inspelfrorat
komponen, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
a.   Perencanaan Aparatur Negara  dan  refolmasi Birokrasi Nomor

Kinelja,       nilai 88   tahun   2021   tentang      Pedoman   Evaluasi
total    30    (ti8a Akuntabintas Kinelja lnstansi Pemerintah, yaitu :
puluh); Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan

b.  Pengukuran PredikatA   (Nilal  >80 -90) : Memuaskan
Kinelja,       nilai Predikat 88 (Nilai >70 - 80) : Sangat Baik
total  30    (  ti8a Predikat 8    (Nilai >60 - 70) : Cukup Memadai
puluh); Predikat C    (Nilai >30 - 50) : Kurang

c.   PelaporanKineri.a,   rmai Predikat D    (Nilai > 0  -30) : SangatKurang



No
Outcone IKinerdaProgram IndihatorKinedaI,rogmm FormulasiPengukuran Deflnisl Operaslonal Sunl)er Data PenanggungJawab

total    15    (hiabelas);dand.EvaluasiInternal,nilaitotal25nilal(duapuluhlima).Dengansubkomponenmasingmasingaspek:Keberadaan20o/oKualitas3oo/oPemanfaatan5oo/o

Merfugkatnya Persentase (Jumlah   dokumen 1.  Keljasama  daerah  yang  ditindaklanjuti  adalah Data realisasi Bagian      Tata
kualitas keljasama  yang keljas-      yang kerjasama      daerah     yang      menjadi      ranah evaluasi Pemerintahan
kebijakan ditindaklanjuti ditindaklanjuti      / Permendagri nomor 22 tahun 2020 tentang Tata pelaks±an
pemerinfahan jumlah     dokumen Cara  Keg.a  Sama  Daerah  dengan  Daerah  Lain kelja sana
dan        otonomi keljas-      yang dan Kelja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
daerah berlaku) x 1000/o 2.   Nilai persentase keq.a sama yang ditindak lanjuti

didapatkan dari basil evaluasi pelaksanaan kerja
Sama

Persentase (Jumlah   kebijal{an Administrasi  tata  pemerintahan  yang  harus  ada Data realisasi Bagian      Tata
kebijakan administl`asi     tata terdiri dari: adrfustrasi Pemelinfahan
admhistrasi pemerintahan yang 1.   Penataan Administrasi pemerintahan; tata
tata terfasintasi             / Terdiri   dari   aktivitas   monev   kelurahan   dan pemerintahan
pemerintahan jumlah    kebijakan kecanatan
yang administrasi     tata 2.  Administrasi Kewilayahan.
ditindaklanjuti pemerintahan yang Terdiri  dari  aktivitas  penegasan  batas  wilayah

hams ada) x 1ooo/o dan penelaahan rupabumi
3.   Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah;

Terdiri  dari  aktivitas  fasilitasi  penerbitan  SK



No
Otckcome IKinedaPr08mm IndihatorKinedaProgram FormulaslPengukuran Deflnisi Operasional Sumber Data penangrm8Jawab

Gubemur   untuk   perubalian   PAW,   Fasilitasi
KDH (PDLN. Cuti Bupati\, dan Memori Sertiiab

Persentase (Junth    tahapan 1.  Tahapan penyusunan peraturan bupati untuk 1 Data realisasi Bagian      Tata
pemenuhan yang    dipenuhi    / kelurahan ada 4 yaltu; pemenuhan Pemerintahan
tahapan j umlah       tahapan a.   Penyustman draft, fahapan
penyusunan yang              hans b.  Hamorisasi, penyusunan
peraturan terselesaikan c.    Konsultasi Biro Hukum, peraturan
bupati untuk                  2 2 d.  Pengundangan   dan   Penetapan   Peraturan Bupati
penegasan kelurahan) x 100% Bupati.
batas     wilayah 2.  Jumlah   total   tahapan   yang   perlu   dipenuhi
an kelurahan di untuk   22    kelurahan   se-jember   adalah   22
kabupaten kelurahan  dikali  4  tahapan  sana  dengan  88
1.ember tahapan.



LAMPIRAN 8.
INDIKATOR KINERIA LAINNYA - INDIKATOR PROGRAM BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No
OtL:Leome IKinerJaProgram IndlkatorKlnerjaProgram Formulasi Definisl Operasional Sumber Penanggung

Pengukuran Data Jawhb

Meningkatnya Persentase (Jumlah    Indikator 1.  Indikator program adalah indikator program yang - Renc- Bagian
efektivitas, Indikator Progran tahun ke- digunakan   dalam   dokumen   Rencana   Kinelja Kineria Kesejahteraan
transparansi Program n  yang  tercapal  / Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n Tahunan Rakyat
dan yang      tercapai Jumlah       seluruhIndikatorPrograntahunke-n)x 2.  Indikator program yang tercapai adalah mdikator PD
akuntabilitaspenyelenggaraanpemerintalian (0/.) program dengan capaian minimal 80% -  DokumenPelaksanaan

daerah     BagianKese].ahteraanRakvat 1000/o Anggaran-PD

Persentase (Jumlali     realisasi 1.  Realisasi anggaran berdasarkan Iraporan Realisasi -    Dokunen Bagian
Realisasi anggaran       tchun Anggaran PD Pelaksana Kesejahteraan
Anggaran (o/o) ke-n     /      Jurulahtotalanggarantahunke-n)x1000/o 2.  Total Anggaran berdasarhan anggaran pada DPA- an Rakyat

PD pada tahun ke-n in88aran-PD-LaporanRealisasiAnggaran

Indeks Indeks 1.  Indeks    Profesionalitas    ASN     adalah    ukuran Dokumen Bagian
Profesionalitas Profe sionalitas ASN statistik   yang   menggambarkan   kualitas   ASN BKPSDM Kesejahteraan
ASN    PerangkatDaerah(Indeks) diukur         dengan berdasarkan  kesesuaian  kualifikasi,  kompetensi, tentan8 Rakyat

menggunakan       4 Idnelja,   dan   kedisiplinan   pegawai  ASN   dalam Rekapitulasi
(empat)       dimensi, melaksanakan tugas j abatan Data    IPASN
dengan            bobot 2.   Indeks   Profesionalitas   ASN   Perangkat   Daerah Perangkat
penflaian             per merupakan  angka  lndeks  yang  diterbitkan  oleh Daerah
dimensi          terdiri BKPSDM   Kabupaten   Jember   selaku   pengolah berdasarkan
atas: data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks perolehan

a.   Kualifikasi profesionalitas  Per  ASN  vang  dikeluarkan  oleh skor    IPASN|



No
Otl;tooTne IKinerjaPr08mm IndlkatorKinerjaProgram Formulasi Deflnlsl Oporasional Sumber Ponanggung

Pengukuran I)ate Jawab

memjliki  bobot BKN melalui Aplilrasi SIASN tahun ke-n
25      %      (dua 3.  Dilaksanakan   belpedoman   pada   Peraturan
puluh       hia Menteri    PANRB    Nomor    38    Tahun    2018
persen); tentang   Pengukuran   lndeks   Profesionalitas

b.   Kompetensimenrmbobot4o0/o(empatpuluhpersen);c.Kinerjamemjlikibobot30%(empatpuluhpersen);dand.Disiplinmemjlihibobot50/o(ELapersen). Aparatur Sipil Negara.
4.  Intansi  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  wajib

melakukan              pengukuran              Indeks
Profesionalitas ASN secara berkala minimal  1
(satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.

Nilai         Sjrm Nilai  SAKIP  diukur 1.   Nilai    SAKIP    didapatkan    dari    Hasil    evaluasi IJaporan Ba8ian
Bagian pada     4      (empat) Inspektorat      Kabupaten      Jember      terhadap Hasfl Kesejahteraan
Kesejahteraan komponen,  dengan penerapan AKIP Perangkat Daerah Evaluasi Rakyat
Rakyat bobot penrfuan per 2.  Kategori       Nilal       hasil       evaluasi       AKIP SAFE     dari

komponen, yaitu berdasarkan  Peraturan Menteri  Pendayagunaan Inspektorat
a.  Perenc© Aparatur Negara  dan  refomasi  Biroklasi  Nomor

Kinelja,       nflai 88   tahun   2021   tentang      Pedoman   Evaluasi
total    30    (ti8a Akuntabilitas Kinelja Instansi Pemerintah, yaitu :
puluh); Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan

b.  Pengukuran PredikatA   (Nflal  >80 -90) : Memuaskan
Kinelja,       njlai Predikat 88 (Nilai >70 - 80) : Sangat Balk
total  30    (  ti8a Fkedikat 8    (Nilai >60 - 70) : Cukup Memadal
puluh); Predikat C    (Nilai >30 - 50) : Kurang

c.   PelaporanKineria,   nilai Predikat D    (Nilal > 0  -30) : SangatKurang



No
Oufoome IKinerjaProgram IndikatorKinerjaProgram Formulasi Deflnisl Operasional Sumber Penanggung

Pengukuran Dot:a Jawab

total    15    (habelas);dand.EvaluasiInternal,nflaitotal25nflai(duapuluhlima).Dengansubkomponenmasmgmasingaspek:Keberadaan20°/oKualitas300/aPemanfaatan50o/o

Meningkatnya Persentase (Jumlch  Kehijakan Kehijakan ke sej ahteraan rakyat yang ditindaklanjuti, o data Bagian
Kualitas kebijakan Kesejahteraan artinya    keputusan  atau  rencana  dari  pemerintah jama,ch Kesejchteraan
Kebijakan kese].ahteraan rakyat              yang yang  bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan haji Rakyat
Kesejahteraan rakyat        yang ditindaklanjuti      / rakyat   dan   telah   dilaksanakan   atau   dijalankan data
Rakyat ditindaklanjuti Jumlah secara. nyata pondok

(0/.) keseluruhanKebijakan
Kebijakan kesejahteraan rakyat terdiri dari Capalan pesantren•datamasjid

Kesejahteraan Kinel]a     Bma     Mental     Spmtual,     Kesejahteraan o data
rakyat tahun  ke-n) Masyarakat,   Kese].ahteraan   Sosial   dan   keqasama mushona
x  1 0 0 0/a daerah dalam bidang keagamaan.CapaianKineljaBinaMental       Spiritual, • data gurungajidanmodinodatahuffadzoDatapeserta

Kesejahteraan Masyarakat, dan Kesejahteraan Sosial
terdiri dari:
-    Fasilitasi kegiatan keaganaan yang terlaksana
-    Fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji MTQ
-    Fasilitasi   penyaluran   lronorarium   penyuluhan •  Data



No
Oufroome IKinerjaProgram IndlhatorKinerJaProgram Formulasl Deflnlsl Operaslonal Sumber Penanggung

Pengukuran Data Jawab

dan pendampingan (guni ngaji dan modin) yang pondok
tersalurkan pesantren

-    Fasilitasi hibah yang tersalurkan (pesertaMQK)

Capaian  kinelja  fasmtasi  keriasama  daerah  terdiri
dari:
-     Fasilitasi    lomba-1omba    tingkat    propinsi    dan

nasional yang diikuti
-     Fasilitasi       kegiatan       lomba-1omba       bidang

keagamaan vans diadakan



LAMPIEN 9.
INDIKATOR KINERIA LAINN¥A - INDIKATOR PROGRAM BAGIAnT HUKUM

No Outc:one I IndikatorKinerjaProgram Formulasl Deflnisi Operaslonal Sumber Penanggung
Klnerja Program Pengukuran Data Jawhb

Meningkatnya Persentase (Jumlah            Indikator 1.   Indikator      program      adalah      indikator -  Rencana Bagian
efektivitas, Indikator Program     tahun     ke-n program yang  digunakan  dalam dokumen Kinelja Hukun
transparansi    dan Prooram yang tercapai /  Jumlali Rencana Kinelja Tahunan  (RKT)  dan DPA- Tahunan
akuntabilitas yang      tercapai seluruh             IndikatorProgramtahunke-n)x1000/o PD tahun ke-n PD
penyelenggaraan (0/.) 2.   Indikator  program  yang   tercapal  adalah -  Dokumen
pemerintahan indikator program dengan capaian minimal Pelaksana
daerah         BagianHukum 800/o anchggaran-PD

Persentase (Jumlah              realisasi 1.   Realisasi  anggaran  berdasarkan  Laporan -     Dokumen Ba8ian
Realisasi anggaran  tahun ke-n  / Realisasi Anggaran PD Pelaks- Hukun
chggaran (%) Jumlah  total  anggarantaliunke-n)x100% 2.  Total    Anggaran    berdasarkan    anggaran an

pada. DPA- PD pada tahun ke-n Jinggaran-PD-LaporanRealisasichggaran

Indeks Indeks      Profe sionalitas 1.  Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran Dokumen Ba8ian
Profesionalitas ASN     diukur     dengan statistik   yang   menggambarkan   kualitas BIapsDM Hukum
ASN   PerangkatDaerah(Indeks) menggunakan 4 (empat) ASN  berdasarkan  kesesuaian  lnralifikasi, tentang

dimensi,   dengan  bobot kompetensi,     kinelja,     dan    kedisiplinan Rekapitulasi
penilaian   per   dimensi pegawai  ASN  dalam  melaksanakan  tugas Data    IPASN
terdiri atas: jabatan Perangkat
a.   Kualifikasi memiliki 2.   Indeks    Profesionalitas    ASN     Perangkat Daerah

bobot   25    %   (dua Daerah   merupakan   angka   Indeks   yang berdasarkan
puluh lima persen); diterbitkan     oleh     BKPSDM     Kabupaten perolehan

b.   Kompetensi Jember   selaku   pengolah   data   IP   ASN skor    IPASNl



No Oufoome I IndikatorKlnerjaProgram Formulasl Definlsi Operasional Sumber Penanggung
Kinerja Program Pengukuran I)ata Jawab

memiliki   bobot   40 Kabupaten,     berdasarhan    data    indeks tahun ke-n
0/o     (empat    puluh profesionalitas  per  ASN  yang  dikeluarhan
persen); oleh BKN melalui Aplikasi SIASN

c.   Kinelja        memilild 3.  Dilaksanakan        berpedoman       pada
bobot  30  %  (empat Peraturan  Menteri   PANRB   Nomor  38
puluh persen); dan Tahun     2018     tentang     Pengukuran

d.   Disiplin       memilikibobot5°/o(limapersen). Indeks   Profesionalitas   Apara.tur   SipilNe8ara4.IntansiPemerintahPusatdanDaerahwajibmelakukanpengukuranlndeksProfesionalitasASNsecaraberkala.minimal1(satu)kalisetiaptahunnyapadabulanApril.

Nilai        SAKIP Nilai SAKIP diukur pada 1.   Nflai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Laporan Bagian
Ba8ian 4    (empat)    komponen, Inspektorat  Kabupaten  Jember  terhadap Hasil Hukum
Hukum dengan  bobot  penflaian penerapan AKIP Perangkat Daerah Evaluasi

per komponen, yaitu 2.   Ka.tegori    Nilai    hasil    evaluasi    AKIP SAKIP      dari
a. Perenc- berdasarkan          Peraturan          Menteri Inspektorat

Finelja,   ndai   total Pendayagunaan    Aparatur    Negara    dan
30 (tiga puluh); reformasi Birokrasi Nomor 88  tahun 2021

b.  Pengukuran tentang    Pedoman  Evaluasi  Akuntabihas
Kinelja,   nflai   total Kinelja Instansi Pemerintah, yaitu :
30   ( ti8a puluh); Predikat     AA     (Nilai     >90-100)     :Sangat

c.   Pelaporan     Kinelja, Memuaskan
nilai  total   15   (lima Predikat A   (Nilai  >80 - 90) : Memuaskan
belas ); dan Predikat 88 (Nilai >70 - 80) : Sangat Baik

d.  Evaluasi      Internal, Predikat  8        (Nilal  >60  -  70)   :   Cukup
nilal  total    25  nilai Memadai
(dua puluh lima ).Dengansubkomponenmasinfmasingaspek: Predikat C    (Nilai >30 - 50) : KurangPredikatD(Nilai>0-30):SangatKuran8



No oirfecrm€ I IndilratorKinerjaProgram Formulasi Deflnlsi Operaslonal Sumber Penanggung
Kinerja Program Pengukuran Data Jawab

Keberadaan 20%Kualitas   3 oo/oPemanfaatan50°/o

Meningkatnya Indeks Nilai   Indeks   Reformasi 1.  Indeks     refolmasi     Hukum     mengukur Hasil Bagian
penyusunan Reformsi Hukum  diukur  pada  4 reformasi  hukum  pada  Pemda  dengan penilaian Hukum
produk       hurfum, Hukum (empat)     Variabel     dan melakukan   identifikasi   dan   pemetaan Kementerian
fasilitasi      produk Indikator       komponen, regulasi,     re-regulasi     dan     deregulasi Hukum  dan
hukum,            dan yaitu aturan  serta  penguatan  sistem  regulasi Hak      Asasi
pendokunentasian a.  tingkat       koordinasi nasional. Manusia
produk       hukum Kementerian  Hukum 2.   Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso
yang dflaksanakan den8anKementerian/LembagadanPemerintahDaerahuntukmelakukanharmonisasiperaturanperundang-undangan(Bobot250/.)b.Kompetensiperancangperaturanperundang-undanganftegaldrafter)yErmgberkualitas(Bobot25%)c.Kualitasre-regulasiatauderegulasiberbagalperaturanperundang-undanganberdasarkanhasilreviu(Bobot300/o) (Kementerian   Huloum   dan   Hak   AsasiManusia).3.BexpedomanpadaPeraturanMenteriHukumRepublikIndonesiaNomor11Tahun2025tentangPenilaianlndeksReformasiHukumpadaKementerian/LembagadanPemerintahDaerah4.KategoridanPredikatIndeksReformasiHukum,yaitu:PredikatAA(Nihi>90-100):IstinewaPredihatA(Nilai>80-90):SangatBalkPredikat88(Nilai>70-80):BalkPredikata(Nilai>60-70):Cukup13aikPredikatCC(Nilai>50-60):CukupPredikatC(Nilai>30-50):BunikPredikatD(Nilai>0-30):SangatBuruk



No outeome I IndllratorKlneriaProgram Formula8l Deflnlsl Operaslonal Sumber Penanggung
Klnerja Program Pengukuran Data Jawab

d.  Penataan     DatabasePeraturanPendang-undangan'200/o)



LAMPI- 10.
INDIKATOR KINBRIA I.AINNYA - INDIKATOR PROGRAM BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

No
Oufroome IKinerjaProgram IndlkatorKlneriaProgram

Formulasi Pengukuran Definisl Operasional SumberData PenanggungJawab

Meningkatnya Persentase (LJumlah  Indikator  Program  tahun  ke-n  yang 1.   Indikator              program -  Rencana Bagian
efektivitas, Indikator tercapai  /  Jumlah  seluruh Indikator Program adalah indikator program Kinelja Pengadaan
transparansi Prooran tahun ke-n) x 100% yang   digunakan   dalam TahL- Barang     dan
dan yang   tercapai dokumen             Rencana PD Jasa
akuntabilitas (a/.) Kinetia   Tahunan    (RKT) -  Dokumen
penyelenggal.aan dan DPA-PD tahun ke-n Pelaksana
pemerintalian 2.  Indikator   program  yang an
daerah     Bagian tercapai adalah indikator Anggaran-
PengadaanBarang   danJasa prograni  dengan caparanminimal800/o PD

Persentase (Jumlah   realisasi   anggaran   tahun   ke-n   / 1.   Realisasi             anggaran -    Dokunen Bagian
Realisasi Jumlah total anggaran tahun ke-n) x 100% berdasarkan        Iraporan Pelaksana Pengadaan
Anggaran (o/o) Realisasi Anggaran PD an Barang     dan

2.  Total                   AnggaranberdasarkananggaranpadaDPA-PDpadatahunke-n AIiggaran-PD-haporanRealisasiAmggaran Jasa

Indeks Indeks   Profesionalitas   ASN   diukur   dengan 1.   Indeks        Profesionalitas Dokunen Bagian
Profesionalitas menggunakan 4 (empat) dimensi, dengan bobot ASN      adalah      ukuran BKPSDM Pengadaan
ASNPerangkat perilaian per dimensi terdiri atas: statistik                     yang tentang Barang     dan

a.   Kualifikasi   memiliki   bobot   25   °/o   (dua menggambarkan kualitas Rekapitulasi Jasa
puluh lima persen ; ASN               berdasarkan Data    IPASN

Daerah b.   Kompetensi  memilild  bobot  40  %  (empat kesesuaian     kualifikasi, Perangkat
(Indeks) puluh persen); kompetensi,  kinerja,  dan Daerah

c.   Kineria memiliki bobot 30 0/o (empat puluh kedisiplinan         pegawai berdasarkan
T]ersenl: dan ASN                            dalam oerolehan



No
Outoome I Indlkator

Formulasi Pengukuran I)efinisi Operasional Sumber Penanggung
KlnerJaProgram KinerjaProgram Data Jawhb

d.   Disiplin memilild bobot 5 % (lira persen). melaksanakan         tugasjabatan2.IndeksProfesionalitasASNPerangkatDaerahmerupakanangkaIndeksyangditerbitkanolehBKPSDMKabupatenJemberselakupengolahdataIPASNKabupaten,berdasarkandataindeksprofesionalitasperASNyangdikeluarkanolehBKNmelaluiAplikasiSIASN3.DilaksanakanbexpedomanpadaPeraturanMenteriPANRBNomor38Tahun2018tentangPengukuranlndeksProfesionalitasAparaturSipilNegara4.IntansiPemerintahPusatdanDaerahwajibmelakukanpengukuranIndeksProfesionalitasASNsecaraberkalaminimal1(satu)kalisetiaptahunnyapadabulanApril. skor    IPASN)tahunke-n



No
Oukeome IKlnerjaProgram IndikatorKinerjaProgram

Formulasl Pengukuran Deflnlsl Operaslonal SumberData PenanggungJawab

Nilai      Srmp Nilai SAKIP diukur pada 4  (empat)  komponen, 1.   Nilal   SAKIP   didapatkan haporan Bagian
Bagian dengan bobot penilaian per komponen, yaitu dari       Hasil       evaluasi Hasil Pengadaan
Pengadaan a.   Perencanaan  Kinelja,   nilal  total  30  (tiga Inspektorat     Kabupaten Evaluasi Barang     dan
Barang      dan puluh); Jember               terhadap Sirmp      dari Jasa
Jasa b.  Pengukuran  Kinelja,  nilal  total  30    (  tiga penerapan                  AKIP Inspektorat

puluh); Perangkat Daerah
c.   Pelaporan Kinelja, nihi total 15 (lima belas 2.   Kategori     Nilai     hasil

); dan evaluasi                    AKIP
d.  Evaluasi lnternal, nilai total  25 nilai   (dua berdasarkan   Peraturan

puluh lira ). Menteri   Pendayagunaan

Dengan sub komponen masing masing aspekKeberadaan20°/oKualitas300/oPemanfintan5oo/o
Aparatur     Negara     danreformasiBirokrasiNomor88tahun2021tentangPedomanEvaluasiAkuntabilitasKineljaInstansipemerintali,yaitu:PredikatAA(Nilal>90-100):SangatMemuaskanPredikatA(Nilal>80-90):MemuaskanPredikat88(Nflai>70-80):SangatBaikPredikatBQvilal>60-70):CukupMemadalPredikatc(Nilai>30-50):KurangPredilratD(Nilai>0-30):SanfatKurang

Meningkatnya Indeks       tata Indeks Tata Kelola Pengadaan (I'IKP): 1.   Indeks        Tata        kelola Hasil Bagian
kualitas kelola pengadaan      mengukur penflaian Pengadaan
kebijakan pengadaan kualitas     tata     kelola Barang     dan



No
Outcome IKlnerJaProgram IndlkatorKlnerjaProgram

Formulasi Pengukuran Deflnlsl Operasional SumberData PenanggungJawab

pengelolaanperekonomiandanpembangunan Nilai Komponqn 1_±Nll=± ¥oTpon8_n_a_+¥ilai  K0lnl)Clnqn 8   x  Loo pengadaan  barang  danjasapadaPemerintahKabupaten2.Perilalandilakukan LFPP Jasa
Skor M aks[mum TOTALIndeksTataKelolaPengadaan   (ITRT)   diukur

menggunakan 3 komponen besar : oleh     Evaluator     Meso
b.  Pemanfaatan   Sistem  Pengadaan  meniilild (Lembaga         Kebijakan

bobot 30°/o (Tiga puluh persen) Pengadaan
c.   Kualifikasi     &     Kompetensi     SDM     PBJ Barang/Jasa

mehilild bobot 40% (Enpat puluh persen)d.TingkatKematanganUKPBJ  /KelembagaanPengadaanmemilihibobot Pemerintah).3.IndeksTata       KelolaPengadaariMiliimalBalkterdiridariindikator

30% (Thga puluh persen)MenghitungNilaiKomponen : yang     mengukur     tatakelolapengadaandalamtingkatoperasional,baik

Nihi                         Komponen dari   segi   Sumber  Daya

I(SkorlndikatorxBobotlndikator)
Manusia      (SDM)      danKelembagaan,maupundarisegiSistemPengadaan,yaitusebagaiberikut:4.PemanfaatanSistemPengadaan,yangterdiridari:f.SIRUP(SistemInformasiRencanaUmumPengadaan);a.E-Teridering(Tender/Seleksi/TenderCepat);h.E-purchasing;i.Non-E-renczen.noa



No
Otl;twTrre IKlnerjaProgram IndlkatorKinerjaProgram

Formulasi Pengukuran Deflnlsl Operasional SumberData PenanggungJawhb

Non-E- Purchasingj.E-Kontrak.5.KualifikasidanKompetensiSumberDayaManusiaPengadaanBarang/Jasa(SDMPBJ).6.TingkatKematanganUnitKeljaPengadaanBarang/Jasa(UKPBJ).7.KategorinilaiImp100=Istimewa>90s.d.<100=SangatBaik>70s.d.90=Balk250s.d.70=Cukup<50=Kuran£

Survei IKM    =    Total    deri    (nilal    persepsi   x    nilal 1.   Hasfl   Survey   Kepuasan e-SU- Bagian
kepuasan penimbang)   /  Total  penimbang  dari  seluruh Masyarakat Bagian Pengadaan
masyarakat pertanyaan yang terisi menghasilkan        Indeks Pengadaan Barang     dan
terhadap Kepuasan      Masyarakat Barang    dan Jasa
pelayanan Nilai  Mutu  Pela.yanan  =  IKM  /  Nilai  Persepsi (IKM)  ,  yang  merupahan Jasa
pengadaanbarang danjasa Pelay-x 100 data       dan      informasitentangTingkatkepuasanMasyarakatterhadappelayananpublikterhadappelayananPengadaanBarangdanJasa2.PerhitungannflaiIKMpelayananPengadaanBaranfdanJasa



No
OukeoTrue IKlnerjaProgram IndlkatorKlnorJaProgram

Formulasl Pengukuran Deflnisl Operaslonal SumberData PenanggungJawab

merupakan    nilai    IKMyangdatanyadiinputdandiolahmelaluiSurveiKepuasanMasyarakatElektronik(e-SUKMA)padaBagianPengadaanBarangdanJasa3.IndekskepuasanMasyarakatberpedomanpadaPer.aturanMenteriPANR13nomor14tahun2017tentangPedomanPenyusunanSurveiKepuasanMasyarakatUnitPelayananPublik4.UnsurPelayananyangdinflaldalamSKMmeliputi:-Kesesualanpelayanan-Sistem,Mekanismedanprosedur-Waktupelay--Biaya/TalIf-Produk,SpesifikasidanjehispelayaLnan-Kompetensipelaksana-Pernakupelaksana-Penangananpengaduan,sarandanmasukan-Kualitassaranadanprasarana



No
Ou;froom€ IKlnerjaProgram IndlkatorKlnerjaProgram

Formulasi Pengukuran Deflnlsl Operasional SumberData PenanggungJawab

5.   Kategori   dan   Nilai   IKM(NIlaiIntervalkoreksi):-KategoriA(88,31-100)=SangatBaik-Kategori8(76,61-88,30)=Baik-KategoriC(65,oo-76,60)=KurangBaik-KategoriD(25,00-64,99`=TidakBalk



LAmplEN 11.
INI)IKATOR KINERJA LAINNYA - INDIKATOR PROGRAM BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

No
Otl;keome IKlnerjaProgram IndlkatorKlnerjaProgram Formulasl I)eflnisl Operasional Sumber Penanggung

Pengukuran Dot:a Jawab

Meringkatnya Persentase (Jumlali    Indikator 1.   Indikator program adalah indikator program yang -  Rencana Bagian
efektivitas, Indikator Program  tahun ke- digunakan   dalam   dokumen   Rencana   Kineq.a Kinelja Perekonohian
transparansi Program n  yang  tercapai  / Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n Tahunan dan     Sunber
dan yang      tercapai Jumlah       seluruhIndikatorProgramtahunke-n)x 2.   Indikator program yang tercapai adalah mdikator PD Daya Alam
akuntabilitaspenyelenggaraanpemerintahan (0/.) program dengan capaian minimal 800/o -  DokumenPelaksanaan

daerali     BagianPerekononriandanSunberDavaAlan 1000/o Anggaran-PD

Persentase (Junlah     realisasi 1.  Realisasi anggaran berdasarkan Ifaporan Realisasi - Dokunen Bagian
Reansasi anggaran       tahun Anggaran PD Pelaksamaa Perekononrian
chggaran (o/o) ke-n     /     Junlahtotalanggarantchunke-n)x1000/o 2.  Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA- n dan     Sunber

PD pada tchun ke-n chggaran-PD-haporanRealisasiAnfgaran Daya Alan

Indeks Indeks 1.   Indeks     Profesionalitas    ASN     adalah     ulniran Dokumen Bagian
Profesionautas Profe sionalitas ASN statistik   yang   menggambarkan   kualitas   ASN BKPSDM Perekonomian
ASN    PerangkatDaerah(Indeks) diukur         dengan berdasarkan  kesesuaian  kualifikasi,  kompetensi, tentan8 dan      Sumber

menggunakan       4 kinelja,   dan   kedisiplinan   pegawai  ASN   dalam Rekapitulasi Daya Alan
(empat)       dimensi, melaksanakan tugas jabatan Data    IPASN
dengan            bobot 2.   Indeks   Profesionalitas   ASN   Perangkat   Daerah Perangkat
penilaian            per merupakan  angka  Indeks  yang  diterbitkan  oleh Daerah
dimensi          terdiri BKPSDM   Kabupaten   Jember   selahai   pengolah berdasarkan
atas: data IP ASN Kabul)aten, berdasarkan data indeks Derolehan



No
OtLheome IKinerJaProgram IndlkatorKinerjaProgram Formulasi I)eflnisl Operaslonal Sumber Penanggung

Pengukuran Data Jawab

a.   Kualifikasi profesionalitas  per  ASN  yang  dikeluarkan  oleh skor    IPASN)
memirm bobot BKN melalui Aplikasi SIASN tahun ke-n
25      0/o      (dua 3.  Dilaksanakan   berpedoman   pada   Peraturan
puluh        lima Menteri    PANRB    Nomor    38    Tahun    2018
persen); tentang   Pengukuran   Indeks   Profesionalitas

b.   Kompetensimemjlikibobot40%(empatpuluhpersen);c.Kineljamemilikibobot30a/o(empatpuluhpersen);dand.Disiplinmenrmbobot5%(limapersen'. Aparatur Sipil Negara, .
4.  Intansi  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  wajib

melakukan              pengukuran              Indeks
Profesionalitas ASN secara berkala minimal  1
(satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.

Meningkatnya Nilai         SJmp Nilai  SAKIP  diukur 1.   Nilai    SARTP    didapathan    dari    Hasil    evaluasi Ifaporan Bagian
Akuntabilitas Bagian pada     4      (empat) Inspektorat      Kabupaten      Jember      terhadap Hasil Perekonohian
Kinelja          dan Perekonomian komponen,  dengan penerapan AKIP Perangkat Daerah Evaluasi dan     Sunber
Efektivitas dan       Sunber bobot penflalan per 2.   Kategori       Nilai       hasil       evaluasi       AKIP SAKIP      dari Daya Alan
pencapaian Daya Alam komponen, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Inspektorat
Target     rfuelja a.   Perencanaan Aparatur  Negara  dan  reformasi  Birokl`asi  Nomor
Perangkat ELelja,      nflal 88   tahun   2021    tentang       Pedoman   Evaluasi
Daerali total    30    (ti8a Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

puluh); Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan
b.  Pengukuran PredikatA   (Nilai  >80 -90) : Memuaskan

Kinelja,       nflai Predikat 88 (Nilai >70 - 80) : Sangat Balk
total  30    (  tiga Predikat 8    (Nilai >60 -70) : Cukup Memadai
puluh); Predikat C    (Nilai >30 - 50) : Kurang

c.   Pelaporan Predikat D    (Nilai > 0  -30\ : SangatKurang



No
Ou:feome IKlnerjaProgram IndikatorKinerjaProgram Formulasl Deflnlsl Operaslonal Sumber Penanggung

Pengukuran Data Jawab

a.   Kualifikasi profesionalitas  per  ASN  yang  dikeluarkan  oleh skor    IPASN)
meniiliki  bobot BKN melalui Aplikasi SIASN tahun ke-n
25      %      (dua 3.  Dilaksanakan   berpedoman   pada   Peraturan
puluh       hia Menteri    PANRB    Nomor    38    Tahun    2018
persen); tentang   Pengukuran   Indeks   Profesionalitas

b.   Kompetensimemjlikibobot40%(empatpuluhpersen);c.KineH.amenrilikibobot3o°/o(empatpuluhpersen);dand.Disiplinmemilikibobot5a/o(limapersen). Aparatur Sipil Negara, .
4.  Intansi  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  wajib

melakukan              pengukuran              Indeks
Profesionalitas ASN secara berkala minimal  1
(satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.

Meningkatnya Niial          sAKlp Nilai  SAKIP  diukur 1.   Nilai    SAKIP    didapatkan    dari    Hasil    evaluasi Laporan Bagian
Akuntabintas Bagian pada     4      (empat) Inspektorat      Kabupaten      Jember      terhadap Hasil Perekonomian
Kineq.a          dan Perekonomian komponen,  dengan penerapan AKIP Perangkat Daerah Evaluasi dan     Sunber
Efektivitas dan       Sunber bobot penilaian per 2.   Kategori       Nilai       hasil       evaluasi       AKIP SAKIP      dari Daya Alan
pencapaian Daya Alam komponen, yaitu berdasarkan  Peraturan Menteri  Pendayagunaan Inspektorat
Target      rfueH.a a.  Perenc-an Aparatur Negara  dan  reformasi  Birokrasi Nomor
Perangkat Kinelja,       nflai 88   tahun   2021   tentang      Pedoman   Evaluasi
Daerah total    30    (ti8a Akuntabilitas Kinelja Instansi Pemerintah, yaitu :

puluh); Predikat AA (Nilal >90-100) :Sangat Memuaskan
b.  Pengukuran PredikatA   (Nilai  >80 -90) : Memuaskan

Kinelja,       nflai Predikat 88 (Nilai >70 - 80) : Sangat Balk
total  30    (  ti8a Predikat 8    (Nilai >60 - 70) : Cukup Memadal
puluh); Predikat C    (Nilai >30 - 50) : Kurang

c.   Pelaporan Predikat D    `Nilai > 0  -30\ : SanfatKurang



No
outwTrre IKlnerjaProgram IndikatorKlnerjaProgram Formulasl Definisl Operaslonal Sumber Penanggung

Pengukuran I)at:a Jawhb

Perekononin Jumlah             total ditetapkan,  seperti pertumbuhan  ekonomi yang
dan anggaran   Program berkelanjutan,    stabhitas    harga,    pengurangan
Pembangunan Perekonomian   dan kemiskinan,          peningkatan         kesejahteraan
(Persentase) Pembangunantalunke-n)      x1000/o masyarakat, dan pemerataan pembangunan.



LAMPIEN 12.
INDIKATOR KINERIA LAINNYA - INDIKATOR PROGRAM BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No
OtL:feorne IKinerjaProgram IndikatorKlnerJaProgram Formulasl Deflnisl Operaslonal Sumber Penanggung

Pengukuran Data Jawhb

Meningkatnya Persentase (Jumlah    lndikator 1.  Indikator program adalah indikator program yang -  Rencana Bagian
efektivitas, Indikator Progran tchun ke- digunakan   dalam   dokumen   Rencana   Kinelja Kinelja Administrasi
transparansi Program n  yang  tercapai  /JumlahseluruhIndikatorProgramtahunke-n)x Tahunan (RKT) dan DPA-PD tahun ke-n Tahunan Pembangunan
dan yang      tercapai 2.  Indikator program yang tercapai adalah indikator PD
akuntabflitaspenyelenggaraanpemerintahan (a/.) program dengan capaian minimal 80o/o -  DokumenPelaksanaan

daerah    BagianAdministrasiPembanfr- 1000/a chggaran-PD

Persentase (Jumlah     realisasi 1.  Realisasi anggaran berdasarkan I,aporan Realisasi - Dokumen Bagian
Realisasi anggaran       tahun Anggaran PD Pelaksanaa Adrfustl.asi
chggaran (0/a) ke-n     /      Jumlahtotalanggarantahunke-n)x1000/o 2.  Total Anggaran berdasarkan anggaran pada DPA- n Pembangunan

PD pada tahun ke-n Jin88aran-PD-LaporanRealisasiAnEgaran

Indeks Indeks 1.  Indeks    Profesionalitas    ASN    adalah    ukuran Dokunen Ba8ian
ProfesionaJitas Profe sionalitas ASN statistik   yang   menggambarkan   kualitas   ASN BKPSDM Adrfustrasi
ASN    PerangkatDaerah(Indeks) diukur         dengan berdasarkan  kesesuaian  kualifikasi,  kompetensi, tentang Pembangunan

men4 ldnelja,   dan   kedisiplinan   pegawai  ASN   dalam Rekapitulasi
(empat)       dinensi, melalrsanakan tugas jabatan Data    IPASN
dengan            bobot 2.   Indeks   Profesionalitas   ASN   Perangkat   Daerah Perangkat
penilaian             per merupakan  angka  Indeks  yang  diterbitkan  oleh Daerah
dimensi          terdiri BKPSDM   Kabupaten   Jember   selahi   pengolah berdasarkan
atas: data IP ASN Kabupaten, berdasarkan data indeks perolehan

a.   Kualifikasi orofesionalitas   Per  ASN  vang  dikeluarkan  oleh skor    IPASNl



No
oil;toome IKlneriaProgram IndlkatorKinerJaProgram Formulasi Deflnisl Operasional Sumber Penanggung

Pengukuran I)ata Jawab

meniilihi  bobot BKN melalui Aplikasi SIASN tahun ke-n
25      0/a      (dua 3.  Dilaksanakan   berpedoman   pada   Peraturan
puluh        lima Menteri    PANRB    Nomor    38    Tahun    2018
persen); tentang   Pengukuran   Indeks   Profesionalitas

b.   Kompetensimeniimbobot4o0/o(empatpuluhpersen);c.Itheljamemjlikibobot30%(empatpuluhpersen);dand.Disiplinmemilikibobot50/o(hiapersen). Aparatur Sipil Negara, .
4.  Intansi  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  wajib

melakukan              pengukuran              lndeks
Profesionalitas ASN secara berkala minimal  1
(satu) kali setiap tahunnya pada bulan April.

Meningkatnya Nilai           SAKIP Nilai  SAKIP  diukur 1.   Nilai    SAKIP    didapatkan    dari    Hasil    evaluasi Laporan Bagian
Akuntabilitas Bagian pada     4      (empat) Inspektorat      Kabupaten      Jember      terhadap Hasfl Adrfustrasi
rmelj a         dan Adniinistrasi komponen,  dengan penerapan AKIP Perangkat Daerah Evaluasi Pembangunan
Efektivitas Pembangrman bobot penilaian per 2.   Kategori       Nilal       hasil       evaluasi       AKIP SAKIP      dari
Pencapaian kemponen, yaitu berdasarkan  Peraturan Menteri  Pendayagunaan Inspektorat
Target     rmelja a.  Perencanaan Aparatur  Negara  dan  reformasi  Birolffasi  Nomor
Perangkat Kinelja,       nflai 88   tahun   2021    tentang      Pedoman   Evaluasi
Daerah total    30    (ti8a Akuntabilitas Kinelja lnstansi Pemerintah, yaltu :

puluh); Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan
b.  Pengukuran PredikatA   (Nilai  >80 -90) : Memuaskan

Kineq.a,       nflai Predikat 88 (Nilal >70 - 80) : Sangat Balk
total  30    (  tiga Predikat 8   (Nilai >60 - 70) : Cukup Memadai
puluh); Predikat C    (Nilal >30 - 50) : Kurang

c.   Pelaporan Predikat D    (Nilal > 0  - 30` : Sanfat Kurang



No
Oukeome IKlnedaProgram IndlhatorKln®daProgram Formulasl Deflnlsl Operaslonal Sumber Penanggung

Penguhan Data Jawab

Kinelj a,       rmaitotal15(limabelas);dand.EvaluasiInternal,nflaltotal25nnai(duapuluhlima).Dengansubkomponenmasingmasingaspek:Keberadaan200/aKualitas30o/oPemanfaatan5o°/a

ffigj¥n
i  ,1\A?-,:t\`\
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